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Riwayat Artikel: Abstract: Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal
Naskah Masuk: 18 Agustus 2026; Code, enacted on January 2, 2026, introduces fundamental changes
Revisi: 15 September 2026; to narcotics regulations. Limited legal information access leaves
Diterima: 04 Oktober 2026; Molombulahe Village residents, Paguyaman District, Boalemo
Terbit: 07 Oktober 2026 Regency, with insufficient understanding. This activity strengthened

legal awareness through participatory action research during
Keywords: Legal Awareness; Thematic KKN Phase 11 2026, combining legal counseling and
Legal Counseling; Narcotics optimization of Digides and the village profile website. Interactive
Offenses; National Criminal Code; lectures and discussions involved UNG Faculty of Law
Village Media. representatives, local police, and 50 participants. Pre-test and post-

test results showed understanding improvements exceeding the 30%
target regarding narcotics offenses, sanctions, and community
participation. Publishing village news and entering population data
maintained active, useful information media. Challenges involving
content updates and data validity were addressed through training
and mentoring. Combining participatory counseling and media
optimization proved effective and sustainable in increasing legal
awareness. Recommendations include strengthening village
officials’ capacity and remote mentoring after KKN. The activity
supports the Tridharma of Higher Education, strengthens
university—village government partnerships, and demonstrates
synergy between legal education and sustainable village
information media.

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pada 2 Januari 2026
membawa perubahan mendasar dalam pengaturan tindak pidana narkotika. Namun, pemahaman masyarakat Desa
Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, masih terbatas akibat minimnya akses informasi
hukum. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum melalui penelitian tindakan partisipatif dalam KKN
Tematik Tahap 11 2026, dengan menggabungkan penyuluhan hukum dan optimalisasi Digides serta situs profil
desa. Penyuluhan menggunakan ceramah interaktif dan diskusi bersama narasumber Fakultas Hukum Universitas
Negeri Gorontalo dan kepolisian setempat, diikuti 50 peserta. Hasil prates dan pascates menunjukkan peningkatan
pemahaman melampaui target 30%, mencakup jenis tindak pidana narkotika, sanksi pidana, dan partisipasi
masyarakat. Publikasi berita desa dan penginputan data penduduk menjaga media informasi tetap aktif dan
bermanfaat. Kendala konsistensi pembaruan konten dan validitas data diatasi melalui pelatihan dan
pendampingan. Kombinasi penyuluhan partisipatif dan optimalisasi media terbukti efektif serta berkelanjutan
dalam meningkatkan kesadaran hukum. Program merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa dan
pendampingan jarak jauh setelah KKN, sekaligus mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta kemitraan
universitas dengan pemerintah desa melalui sinergi edukasi hukum dan pemanfaatan media berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; KUHP Nasional; Media Desa; Penyuluhan Hukum; Tindak Pidana Narkotika.
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Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Molombulahe dalam Menghadapi Dinamika Regulasi
Narkotika Pasca KUHP Nasional

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan Kketertiban
masyarakat serta masa depan generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menimbulkan dampak
sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Di sisi lain, upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika memerlukan landasan regulasi yang kuat serta pemahaman yang memadai
dari seluruh elemen masyarakat agar kebijakan penal dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
Indonesia sebagai negara hukum terus berupaya memperkuat kerangka regulasi dalam
menghadapi tantangan narkotika yang semakin kompleks dan dinamis. Salah satu tonggak
penting dalam upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP warisan
kolonial Belanda.(Afrizal & Kurniawan, 2024)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini digunakan merupakan
warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) yang disahkan
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Setelah digunakan lebih dari satu abad, KUHP
lama digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. KUHP
Nasional hadir sebagai pembaruan paradigma hukum pidana yang lebih modern, responsif, dan
kontekstual dengan nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa Indonesia. Pembaruan ini tidak
hanya mencakup aspek substansi hukum, tetapi juga mencerminkan pergeseran filosofis dalam
pendekatan pemidanaan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif, proporsionalitas, dan
kepastian hukum yang berkeadilan.(Agustian et al., 2024)

Pembaruan KUHP ini membawa implikasi penting terhadap pengaturan tindak pidana
narkotika. Meskipun pengaturan khusus mengenai narkotika tetap diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP Nasional memberikan kerangka
hukum pidana umum yang terintegrasi serta pedoman pemidanaan yang baru. Perubahan ini
mencakup penyesuaian terhadap jenis-jenis tindak pidana, sanksi pidana, serta mekanisme
penegakan hukum yang harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat di tingkat desa. Urgensi pemahaman masyarakat terhadap regulasi narkotika dalam
KUHP Nasional menjadi semakin signifikan mengingat narkotika merupakan kejahatan luar
biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan komprehensif dari hulu hingga
hilir.(Ahwan et al., 2025)
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Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, sebagai
wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks, memiliki potensi kerentanan terhadap
permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika. Sebagai desa dengan karakteristik masyarakat agraris, akses terhadap informasi
hukum, khususnya terkait regulasi narkotika terbaru, masih terbatas. Minimnya pemahaman
masyarakat terhadap ketentuan pidana dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Narkotika
berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum tanpa disadari serta melemahkan upaya
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di tingkat desa. Kondisi ini
diperparah dengan posisi strategis Desa Molombulahe yang berpotensi menjadi wilayah transit
maupun lokasi peredaran narkotika mengingat letaknya yang strategis di jalur lintas provinsi.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika. Secara umum, kesadaran hukum mencakup empat
indikator utama, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap
hukum, dan perilaku hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan
mampu memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana narkotika serta menghindari
perilaku yang melanggar hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan
masyarakat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna
maupun sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penguatan
kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara sistematis
dan berkelanjutan.(Amin et al., 2025).

Pemberlakuan KUHP Nasional per 2 Januari 2026 membawa perubahan substansial
dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, pemahaman masyarakat Desa
Molombulahe terhadap perubahan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana
narkotika dan sanksi pidananya, masih sangat terbatas. Terlebih lagi, masyarakat desa yang
sebagian besar beraktivitas sebagai petani dan nelayan memiliki keterbatasan akses terhadap
informasi hukum yang mutakhir. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan pengetahuan
hukum (legal knowledge gap) antara kebijakan penal di tingkat nasional dan pemahaman
masyarakat di tingkat desa. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan,
mulai dari ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban hukum, hingga risiko menjadi korban
atau pelaku tindak pidana narkotika.

Selain aspek substansi hukum, tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya media
informasi hukum yang edukatif di desa. Informasi mengenai regulasi narkotika dalam KUHP
Nasional dan Undang-Undang Narkotika belum tersebar secara merata dan mudah diakses oleh

seluruh lapisan masyarakat. Media informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal
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untuk menyebarluaskan informasi hukum yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami.
Padahal, media informasi merupakan sarana strategis untuk menjangkau masyarakat secara
luas dan berkelanjutan, terutama di era digital seperti saat ini. Ketiadaan media informasi
hukum yang edukatif menyebabkan masyarakat sulit mengakses informasi yang dibutuhkan
untuk memahami regulasi narkotika yang terus berkembang.(Aziz et al., 2026)

Dalam konteks inilah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Tematik menjadi relevan dan strategis. KKN Tematik merupakan bentuk
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan
mahasiswa secara langsung dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi masyarakat. Melalui KKN Tematik, mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan
dan keterampilan yang dimiliki untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai persoalan,
termasuk dalam bidang hukum. Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan
tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan
Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN Tematik Tahap Il Tahun 2026
ini mengangkat judul "Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Molombulahe dalam
Menghadapi Dinamika Regulasi Narkotika Pasca KUHP Nasional Terbaru". Program ini akan
diimplementasikan melalui dua kegiatan utama: pertama, penyuluhan hukum mengenai
dinamika regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait;
serta kedua, pembuatan media informasi desa yang kreatif dan edukatif. Berbagai kegiatan
yang menjadi solusi dari persoalan di desa tersebut akan melibatkan pemerintah desa,
masyarakat, tokoh masyarakat, dan tim KKN.(Bakung et al., 2022).

Penyuluhan hukum dipilih sebagai metode utama karena terbukti efektif dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi
yang bersifat kompleks. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara
narasumber dan peserta, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi
tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Penyuluhan hukum akan
menyajikan materi secara komprehensif mengenai perubahan mendasar dalam KUHP Nasional
yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika dan sanksi
pidana, mekanisme penegakan hukum, serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, pembuatan media informasi desa yang kreatif dan edukatif bertujuan
untuk memastikan keberlanjutan penyebaran informasi kepada masyarakat setelah kegiatan

KKN berakhir. Media informasi desa yang dikembangkan dapat berupa media digital (media
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sosial, grup WhatsApp) maupun media fisik (papan informasi, baliho). Media ini akan dikelola
secara berkelanjutan oleh aparat desa yang telah dilatih, sehingga informasi hukum dapat terus
disebarluaskan kepada masyarakat secara berkala. Dengan demikian, program ini tidak hanya
memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga
dampak jangka panjang berupa terciptanya ekosistem informasi hukum yang berkelanjutan di
tingkat desa.(Leiwakabessy et al., 2026).

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat
partisipasi aktif dari mitra sasaran. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Molombulahe dan
masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung pelaksanaan program. Pemerintah desa
diharapkan menyediakan lokasi dan fasilitas pendukung, membantu menyebarkan informasi,
menunjuk aparat desa untuk mengikuti pelatihan pengelolaan media informasi, serta
memberikan akses untuk pemasangan media informasi di lokasi strategis. Sementara itu,
masyarakat diharapkan menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum,
mengisi pre-test dan post-test dengan jujur, serta mengakses dan merespon konten edukatif
yang disebarluaskan melalui media informasi desa.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat Desa Molombulahe terhadap regulasi narkotika dalam KUHP
Nasional dan Undang-Undang Narkotika. Masyarakat diharapkan mampu memahami
konsekuensi hukum dari tindak pidana narkotika serta menghindari perilaku yang melanggar
hukum. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan desa, sehingga tercipta keamanan
dan ketertiban masyarakat yang lebih baik. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat
menjadi model pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum
di tingkat desa, khususnya dalam menghadapi dinamika regulasi narkotika pasca berlakunya
KUHP Nasional.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan desain penelitian
tindakan (action research) yang dilaksanakan melalui KKN Tematik Tahap Il Tahun 2026 di
Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (Al-Fatih, 2023). Subjek
pendampingan meliputi pemerintah desa, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama,
pemuda, dan masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, diskusi
kelompok terarah, dokumentasi, serta pre-test dan post-test. Instrumen utama berupa lembar

observasi, panduan wawancara, dan kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman
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peserta sebelum dan sesudah penyuluhan.

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pertama, tahap perencanaan: koordinasi
dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah Desa, identifikasi kebutuhan,
penyusunan materi, serta penetapan jadwal dan lokasi. Kedua, tahap pelaksanaan: penyuluhan
hukum mengenai dinamika regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009. Penyuluhan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan
studi kasus dengan narasumber dosen Fakultas Hukum UNG dan aparat kepolisian. Pada tahap
ini juga dilakukan pendampingan pengelolaan media informasi desa yang sudah ada, yaitu
Digides dan website profil desa, melalui pembuatan berita desa serta input data penduduk.
Ketiga, tahap evaluasi: pengukuran peningkatan pemahaman melalui perbandingan hasil pre-
test dan post-test, evaluasi capaian konten media, serta penilaian partisipasi mitra.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan
hasil kegiatan, serta analisis kuantitatif sederhana untuk menghitung persentase peningkatan
pemahaman peserta. Indikator keberhasilan meliputi keterlaksanaan penyuluhan, kehadiran
minimal 50 peserta, peningkatan pemahaman minimal 30%, publikasi berita desa, terinputnya
data penduduk, dan keberlanjutan pengelolaan media informasi desa oleh aparat desa. Hasil

evaluasi menjadi dasar penyusunan laporan dan rekomendasi keberlanjutan program.

3. HASIL DAN DISKUSI
Penyuluhan Hukum mengenai Dinamika Regulasi Narkotika dalam KUHP Nasional
Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Molombulahe merupakan bentuk
intervensi edukatif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum
antara kebijakan penal di tingkat nasional dan pemahaman masyarakat di tingkat desa.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat,
terutama dalam menghadapi dinamika regulasi narkotika pasca berlakunya Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang KUHP Nasional per 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam sistem
hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana narkotika. Perubahan
tersebut tidak hanya mencakup aspek substansi, tetapi juga paradigma pemidanaan yang lebih
modern, responsif, dan kontekstual dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, perubahan
regulasi yang begitu cepat dan kompleks tidak serta-merta diikuti oleh pemahaman yang
memadai di tingkat masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan
akses terhadap informasi hukum. Desa Molombulahe, sebagai wilayah dengan karakteristik

masyarakat agraris, menghadapi tantangan tersendiri dalam memahami regulasi narkotika yang

165 Jurnal Pengabdian Masyarakat - Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026



E-ISSN : 2828-7703; P-ISSN: 2828-7932, Hal. 160-176

baru. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan
penal di tingkat nasional dengan realitas kehidupan masyarakat di tingkat desa (Mulyaputri et
al., 2025).

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan
metode ceramah interaktif dan diskusi. Metode ini dipilih karena mampu menciptakan
komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi
objek penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Narasumber yang dihadirkan terdiri dari kalangan akademisi, yaitu dosen Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo, dan aparat kepolisian setempat. Kehadiran kedua narasumber
ini memberikan perspektif yang komprehensif, baik dari sisi teoretis-akademis maupun praktik
penegakan hukum di lapangan.(Salampessy et al., 2026). Materi yang disampaikan mencakup
perubahan mendasar dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana narkotika, jenis-jenis tindak
pidana dan sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta peran serta masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan narkotika. Materi disusun secara sistematis dan disampaikan
dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga tidak menimbulkan
kesan rumit atau akademis. Peserta yang hadir terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat umum, dengan jumlah minimal 50
orang. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa isu narkotika menjadi

perhatian bersama dan memerlukan kolaborasi semua pihak dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan.
Tabel 1. Ringkasan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
Aspek Keterangan

Tujuan Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika regulasi narkotika dalam
KUHP Nasional

Sasaran Perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat
umum

Metode Ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus

Narasumber Dosen Fakultas Hukum UNG dan aparat kepolisian setempat

Materi Perubahan KUHP Nasional, jenis tindak pidana narkotika, sanksi pidana, mekanisme
penegakan hukum, peran serta masyarakat

Waktu Satu kali pertemuan

Tempat Balai Desa Molombulahe

Peserta Minimal 50 orang

Evaluasi Pre-test dan post-test

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil meningkatkan
pemahaman peserta secara signifikan. Hal ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test yang
menunjukkan peningkatan pemahaman melebihi target minimal 30%. Peningkatan ini
mencakup aspek pengetahuan tentang jenis tindak pidana narkotika, pemahaman terhadap

sanksi pidana, serta kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan.
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Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi juga menjadi indikator bahwa
masyarakat memiliki kebutuhan nyata terhadap informasi hukum yang selama ini sulit diakses.
Partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif yang
digunakan mampu mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek penerima

informasi, tetapi juga terlibat secara kritis dalam memahami regulasi yang berlaku.

Gambar 1. Kegiatan Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Molombulahe dalam
Menghadapi Dinamika Regulasi Narkotika Pasca Kuhp Nasional Terbaru.
Beberapa peserta mengajukan pertanyaan kritis mengenai perbedaan sanksi antara
KUHP lama dan KUHP Nasional, mekanisme pelaporan tindak pidana narkotika, serta peran
masyarakat dalam rehabilitasi pengguna narkotika.

Gambar 2. Proses diskusi dengan masyarakat dan siswa SMA N 1 Paguyaman.
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum yang mulai
tumbuh dan kebutuhan akan pendampingan lanjutan.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pre-test dan Post-test.

Indikator Pemahaman Sebelum Setelah Keterangan
Penyuluhan Penyuluhan

Pengetahuan jenis tindak pidana narkotika Rendah Tinggi Meningkat
signifikan

Pemahaman sanksi pidana dalam KUHP Rendah Tinggi Meningkat
Nasional signifikan
Pemahaman mekanisme penegakan hukum Rendah Sedang Meningkat
Kesadaran peran serta masyarakat Sedang Tinggi Meningkat
Kemampuan mengidentifikasi perilaku Rendah Sedang Meningkat

melanggar hukum
Keberhasilan penyuluhan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung. Pertama,

pemilihan narasumber yang kompeten di bidangnya memberikan kredibilitas dan kedalaman
materi yang disampaikan. Narasumber dari Fakultas Hukum UNG mampu menjelaskan
perubahan regulasi secara teoretis dan akademis, sementara aparat kepolisian memberikan
gambaran praktis mengenai penegakan hukum di lapangan. Kedua, metode ceramah interaktif
yang dipadukan dengan diskusi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga
peserta dapat langsung mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi pemahaman mereka.
Ketiga, materi yang disusun secara komprehensif hamun disampaikan dengan bahasa yang
mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga tidak menimbulkan kesan rumit atau
akademis. Keempat, dukungan penuh dari Pemerintah Desa Molombulahe yang memfasilitasi
tempat, perlengkapan, dan penyebaran undangan kepada masyarakat. Dukungan ini menjadi
faktor kunci yang memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan. Kelima, partisipasi aktif
masyarakat yang hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluhan Hukum.

Faktor Uraian Dampak
Pendukung Narasumber kompeten Materi kredibel dan mendalam
Pendukung Metode interaktif Peserta aktif bertanya dan berdiskusi
Pendukung Materi mudah dipahami Peserta dapat menyerap informasi dengan baik
Pendukung Dukungan pemerintah desa Kelancaran logistik dan partisipasi masyarakat
Penghambat Keterbatasan waktu Beberapa materi belum tersampaikan secara
mendalam
Penghambat Keberagaman latar belakang Daya serap materi tidak merata
pendidikan
Penghambat Keterbatasan akses informasi Peserta memerlukan pendampingan lanjutan
hukum

Namun demikian, penyuluhan hukum ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya
adalah keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi yang cukup kompleks, sehingga
beberapa peserta masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Tantangan lainnya adalah
keberagaman latar belakang pendidikan peserta yang mempengaruhi daya serap materi. Peserta

dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami materi,
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sementara peserta dengan pendidikan rendah memerlukan penjelasan tambahan. Meskipun
demikian, secara keseluruhan kegiatan ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap regulasi narkotika dalam KUHP Nasional diharapkan dapat
mendorong perubahan perilaku hukum yang lebih baik, yaitu menghindari perilaku melanggar
hukum dan berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan
desa. Penyuluhan hukum terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam penguatan kesadaran
hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berkembang
(Sudanto, 2017).

Efektivitas penyuluhan hukum juga dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku
peserta setelah kegiatan. Beberapa peserta yang sebelumnya tidak mengetahui perbedaan
sanksi pidana antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi lebih memahami konsekuensi
hukum dari tindak pidana narkotika. Mereka juga mulai menyadari bahwa narkotika bukan
hanya masalah individu, tetapi masalah sosial yang memerlukan penanganan bersama.
Kesadaran ini menjadi modal penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap
ancaman narkotika. Selain itu, penyuluhan hukum telah mendorong terjadinya dialog antara
masyarakat dan aparat penegak hukum, yang selama ini mungkin terbatas. Dialog ini membuka
ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka terkait
peredaran narkotika di lingkungan desa (Amalia & Pasa, 2024).

Ke depan, keberlanjutan program penyuluhan hukum perlu dijaga agar manfaatnya
dapat terus dirasakan. Modul atau bahan penyuluhan yang telah disusun dapat digunakan
sebagai referensi untuk kegiatan sosialisasi lanjutan oleh pemerintah desa atau aparat
keamanan setempat. Pemerintah desa juga dapat menjadwalkan kegiatan penyuluhan secara
berkala, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun, untuk memperbarui pengetahuan
masyarakat seiring dengan perkembangan regulasi. Selain itu, perlu adanya pendampingan
jarak jauh dari tim KKN atau perguruan tinggi untuk memastikan bahwa informasi hukum yang
disampaikan tetap akurat dan relevan. Kolaborasi antara pemerintah desa, aparat penegak
hukum, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi hukum
yang berkelanjutan di tingkat desa (Ariani, 2017).

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum mengenai dinamika regulasi narkotika dalam
KUHP Nasional telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kesadaran hukum
masyarakat Desa Molombulahe. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat, tetapi juga membangun sikap positif terhadap hukum dan mendorong
partisipasi aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan hukum yang

partisipatif dan edukatif terbukti mampu menjadi instrumen perubahan sosial yang efektif,
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terutama dalam menghadapi perubahan regulasi yang kompleks. Oleh karena itu, kegiatan
semacam ini perlu terus dikembangkan dan dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas serta
metode yang lebih variatif, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat terus tumbuh dan
terpelihara. Pada akhirnya, penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan investasi
jangka panjang dalam membangun bangsa yang taat hukum, sehat, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika.
Optimalisasi Media Informasi Desa yang Sudah Ada (Digides dan Website Profil Desa)
Berbeda dengan rencana awal yang menghendaki pembuatan media informasi baru,
pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa Desa Molombulahe telah memiliki media
informasi desa berupa Digides dan website profil desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
Kondisi ini mendorong tim KKN untuk mengubah pendekatan menjadi optimalisasi media
yang sudah ada, dengan fokus pada pendampingan pengelolaan konten dan data. Langkah ini
dinilai lebih efisien, menghindari duplikasi platform, dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan
program pengabdian masyarakat. Mahasiswa tidak perlu membangun media dari nol,
melainkan memperkuat kapasitas media yang telah ada agar tetap aktif, terisi, dan bermanfaat
bagi masyarakat. Keputusan untuk mengoptimalkan media yang sudah ada merupakan bentuk
adaptasi program terhadap kondisi riil di lapangan. Dalam konteks pengabdian kepada
masyarakat, kemampuan untuk menyesuaikan rencana dengan realitas yang ada menjadi salah
satu kunci keberhasilan. Tim KKN tidak memaksakan rencana awal yang mungkin tidak sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi desa, melainkan membaca situasi dan mengambil langkah yang
lebih tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program pengabdian yang baik bersifat
fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan (Arliman, 2015).
Keberadaan Digides dan website profil desa sebagai media informasi yang sudah ada
merupakan modal penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Media-media ini telah
menjadi bagian dari sistem administrasi dan komunikasi pemerintah desa, sehingga
keberlanjutannya lebih terjamin dibandingkan dengan media baru yang dibuat dari nol.
Mahasiswa hanya perlu memperkuat kapasitas konten dan basis data, bukan membangun media
baru. Sinergi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan program pengabdian masyarakat, di
mana transfer pengetahuan dan keterampilan kepada mitra sasaran menjadi kunci. Mahasiswa
telah memberikan contoh dan alur kerja yang dapat dilanjutkan secara mandiri oleh aparat desa
pasca kegiatan KKN. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka
pendek selama periode KKN, tetapi juga meninggalkan warisan berupa kapasitas yang
meningkat pada aparat desa untuk mengelola media informasi secara berkelanjutan.

Pendekatan ini juga menghindari pemborosan sumber daya, baik tenaga, waktu, maupun biaya,
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karena tidak perlu membangun infrastruktur media yang baru (Chayani, 2026).

Gambar 3. Pengsisian Profil Desa.

Kegiatan optimalisasi dilakukan melalui dua bentuk utama. Pertama, pembuatan dan
publikasi berita desa melalui Digides dan/atau website profil desa. Berita-berita yang
dipublikasikan memuat berbagai kegiatan desa, termasuk kegiatan penyuluhan hukum yang
dilaksanakan oleh tim KKN. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi
juga sebagai sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Berita desa yang dipublikasikan melalui Digides dan website profil desa menjadi bukti nyata
bahwa media informasi desa tetap aktif dan terisi konten selama periode KKN. Masyarakat
dapat mengakses informasi mengenai kegiatan desa, termasuk kegiatan penyuluhan hukum,
melalui platform digital yang telah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi desa
telah berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sarana komunikasi dan informasi publik.
Publikasi berita desa juga memberikan dampak positif terhadap citra pemerintah desa, karena
menunjukkan bahwa pemerintah desa aktif dan transparan dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat (Fadli & Wolo, 2023).

Kedua, input data penduduk ke dalam sistem administrasi desa. Mahasiswa membantu
proses entri data, verifikasi sederhana, dan penataan data agar lebih rapi dan mudah diakses
oleh perangkat desa. Data yang diinput meliputi data kependudukan yang dibutuhkan untuk
administrasi desa, sehingga mendukung perencanaan pembangunan desa secara lebih akurat.
Proses input data penduduk ini merupakan kegiatan yang bersifat teknis-administratif, namun
memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di desa. Dengan data
penduduk yang terinput secara rapi dan akurat, pemerintah desa dapat mengambil keputusan
yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pelayanan kepada
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masyarakat. Mahasiswa membantu mempercepat proses input data yang mungkin terkendala
oleh keterbatasan sumber daya manusia di desa. Selain itu, mahasiswa juga membantu
melakukan verifikasi sederhana untuk memastikan bahwa data yang diinput sesuai dengan
dokumen sumber, seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. (Febrita et al., 2022)
Penataan data juga dilakukan agar data lebih rapi, terorganisir, dan mudah diakses oleh

perangkat desa ketika dibutuhkan.

Gambar 4. Pengisian Data kedalam Digides.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media informasi desa yang sudah ada tetap aktif
dan terisi konten selama periode KKN. Beberapa berita desa telah dipublikasikan, dan data
penduduk telah diperbarui sesuai kebutuhan administrasi desa. Aparat desa terbantu dalam
pengelolaan konten dan basis data kependudukan. Pembahasan terhadap hasil ini menegaskan
bahwa keberadaan media informasi desa yang sudah ada merupakan modal penting.
Mahasiswa hanya perlu memperkuat kapasitas konten dan basis data, bukan membangun media
baru. Sinergi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan program pengabdian masyarakat, di
mana transfer pengetahuan dan keterampilan kepada mitra sasaran menjadi kunci. Mahasiswa
telah memberikan contoh dan alur kerja yang dapat dilanjutkan secara mandiri oleh aparat desa
pasca kegiatan KKN. Keberhasilan optimalisasi media ini juga tidak terlepas dari dukungan
pemerintah desa yang telah menyediakan akses terhadap Digides dan website profil desa, serta
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengelolaan konten
dan data. Tanpa dukungan tersebut, optimalisasi media tidak akan berjalan dengan lancar
(Marno et al., 2026).

Tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi media ini adalah konsistensi pembaruan
berita dan validitas data penduduk. Konsistensi pembaruan berita menjadi tantangan karena
memerlukan komitmen dan kedisiplinan dari aparat desa untuk terus mengupdate konten secara

rutin. Tanpa komitmen yang kuat, media informasi desa berisiko kembali pasif setelah periode
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KKN berakhir. Validitas data penduduk juga menjadi tantangan karena data yang diinput harus
akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kesalahan input data dapat menimbulkan
masalah administrasi di kemudian hari, seperti ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial
atau data pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu, pendampingan dilakukan secara bertahap,
termasuk pelatihan singkat dan dokumentasi alur input data. Mahasiswa memberikan pelatihan
kepada aparat desa mengenai cara membuat berita yang edukatif, cara menginput data dengan
benar, serta cara memverifikasi data agar valid. Dokumentasi alur input data juga disusun
sebagai panduan teknis yang dapat digunakan oleh aparat desa secara mandiri (Mozin & Tantu,
2025). Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktik langsung, sehingga aparat
desa dapat langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari.

Dengan demikian, indikator capaian Solusi 2 disesuaikan menjadi: terpublikasinya
berita desa melalui Digides/website profil desa, terinputnya data penduduk sesuai kebutuhan,
serta tetap aktifnya media informasi desa yang sudah ada. Penyesuaian ini lebih rasional dan
sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Indikator capaian yang disesuaikan ini menunjukkan
bahwa program pengabdian tidak kaku pada rencana awal, tetapi adaptif terhadap kondisi yang
ada. Penyesuaian indikator ini juga mencerminkan prinsip pengabdian kepada masyarakat yang
berbasis pada kebutuhan nyata mitra sasaran, bukan pada keinginan tim pelaksana semata.
Dengan indikator yang lebih realistis, evaluasi program menjadi lebih bermakna dan dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyesuaian indikator juga memudahkan dalam mengukur
keberhasilan program secara objektif, karena indikator yang ditetapkan benar-benar dapat
dicapai dalam kondisi yang ada.

Keberlanjutan program pasca KKN menjadi perhatian utama, di mana media informasi
desa akan tetap dikelola oleh pemerintah desa. Mahasiswa tetap menjalin komunikasi untuk
pendampingan jarak jauh melalui grup WhatsApp atau telepon, khususnya dalam hal
pembuatan berita dan input data. Modul atau bahan penyuluhan yang telah diserahkan kepada
pemerintah desa dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan sosialisasi lanjutan.
Kemitraan antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Desa Molombulahe akan terus
dijaga melalui program pengabdian dan penelitian selanjutnya. Pendampingan jarak jauh ini
penting untuk memastikan bahwa aparat desa tidak merasa ditinggalkan setelah KKN berakhir.
Dengan adanya komunikasi yang terus terjalin, aparat desa dapat berkonsultasi jika
menghadapi kesulitan dalam mengelola media informasi desa. Hal ini juga menjadi bentuk
tanggung jawab moral mahasiswa dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa program
yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang berkelanjutan.(Pamungkas et al., 2020)

Selain itu, keberlanjutan program juga dapat didukung dengan menjadikan pengelolaan media
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informasi desa sebagai bagian dari tugas rutin aparat desa, sehingga tidak bergantung pada ada
atau tidaknya mahasiswa KKN.

Secara keseluruhan, optimalisasi media informasi desa yang sudah ada terbukti lebih
efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah desa dan masyarakat.
Pendekatan ini menghindari duplikasi platform yang tidak perlu, menghemat sumber daya, dan
memperkuat kapasitas yang sudah ada. Keberhasilan program ini juga menunjukkan bahwa
pengabdian kepada masyarakat tidak selalu harus menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi dapat
berupa penguatan terhadap apa yang sudah ada.(Wijaya et al. 2022) Dalam konteks
pembangunan desa, penguatan kapasitas lokal merupakan strategi yang lebih berkelanjutan
dibandingkan dengan menciptakan sesuatu yang baru namun tidak terkelola dengan baik. Oleh
karena itu, model optimalisasi media informasi desa ini dapat menjadi contoh bagi program
pengabdian serupa di desa lain, terutama yang telah memiliki media informasi tetapi belum
dikelola secara optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari program ini adalah memastikan
bahwa informasi hukum mengenai regulasi narkotika dapat tersebar secara luas dan
berkelanjutan kepada masyarakat, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat terus
meningkat dan terpelihara. Dengan media informasi desa yang aktif dan terkelola dengan baik,
pesan-pesan hukum mengenai bahaya narkotika dan ketentuan pidana dalam KUHP Nasional
dapat tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta desa

yang sadar hukum, aman, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN Tematik Tahap Il Tahun 2026
di Desa Molombulahe telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu penguatan
kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi dinamika regulasi narkotika pasca KUHP
Nasional. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi
terbukti meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, melebihi target minimal 30%
berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Peningkatan ini mencakup pengetahuan tentang jenis
tindak pidana narkotika, sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta peran serta
masyarakat dalam pencegahan.

Sementara itu, optimalisasi media informasi desa yang sudah ada, yaitu Digides dan
website profil desa, telah menjaga keberlanjutan penyebaran informasi hukum. Mahasiswa
membantu publikasi berita desa dan input data penduduk, sehingga media yang ada tetap aktif
dan bermanfaat. Pendekatan ini terbukti lebih efisien dan berkelanjutan karena tidak

membangun platform baru, melainkan memperkuat kapasitas yang sudah ada. Secara
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keseluruhan, kombinasi penyuluhan hukum partisipatif dan optimalisasi media informasi desa
telah memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta
terjalinnya kemitraan berkelanjutan antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Desa
Molombulahe. Keberlanjutan program perlu dijaga melalui konsistensi pembaruan konten dan
pendampingan jarak jauh. Dengan demikian, tujuan penguatan kesadaran hukum masyarakat
terhadap regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dapat tercapai secara efektif dan

berkelanjutan.
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